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Menimbang

1]

TAHAP III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN

: a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)

huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistemn Keuangan; Dana Desa
dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai
kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan
penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-
19);

bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian ¢ point 3 yaitu
penetapan pemenerima manfaat Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Desa;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk
pencegahan penanganan dampak virus Corona dan
kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

s d. bahwa berdasarkan........*




Mengingat

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurupf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19),

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid
-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

% S. Peraturan Menteri.......... /f
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Menetapkan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 384);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611});

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
367);

8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 31):

9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal- Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Nomor 45);

10. Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun
2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pulukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Pulukan
Tahun 2020 Nomor 9),

MEMUTUSKAN

PERATURAN PERBEKEL NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHAP 11




Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12,

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan Desa adalah kewenangan vyang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau vang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa.
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan
dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa vang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

4 13. Bencana nonalam.......... *




13.

14.

15.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit
Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masayarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas

pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan /atau

b. Jaring pengaman sosial di Desa.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-

Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau

pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta vang

mempunyai anggota keluarga vang rentan sakit menahun [kronis.

Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial {(DTKS) dari

Kemenrian Sosial ;

Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala

Desa ini ;

Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan

metode nontunai (cash less) setiap bulan.

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober

Sampai bulan Desember;




Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulukan.

Diundangkan di Desa Pulukan
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA PULUKAN,
ig )Lﬂt .
PRIMA DESINTA RENGGANIS
BERITA DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN PULUKAN
DESA PULUKAN

Alamat : JL Ciung Wanara, Desa Pulukan, Kec. Pulukan, Kab, Jembrana

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Nomor: 21 / Musdessus / DS.PLK / X / 2020

Pada Han ini Kamis, Tanggal Lima Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh , bertempat di
Ruang Rapal Kantor Desa Pulukan, telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Membahas
pemberian Bantuan Langsung Tunai DDS Tahap lil, Desa Pulukan, yang dihadiri oleh : Perbekel Pulukan Ketua
BPD Beserta Anggota, Perangkat Desa Pulukan, Tokoh Masyarakat, sebagaimana tercatat dalam daftar hadir
peserta terlampir,

Materi atau yang bahas dalam Musyawarah Desa khusus ini, sefa yang bertindak selaku unsur
Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik.
Tindak lanjut Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. ( Besaran BLT Dana Desa Per Bulan Sebesar Rp
300.000.00 Per Keluarga untuk 3 Bulan / Okotober, November, Desember )

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber.

1. Pimpinan Rapat : Suherman
Jabatan : Ketua BPD.
2. Notulis : | Nengah Wina
Jabatan : Sekretaris BPD
3. Narasumber
1. | Wayan Armawa dari Unsur Perbekel Desa Pulukan
2. Suhemman dan Unsur BPD

Setelah dilakukan Pembahasan, Verifikasi, Dilakukan Diskusi terhadap Materi atau Topik diatas, maka
selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati :

1. Memberkan Bantuan Langsung Tunai DDS Tahap |Il sebesar Rp. 300.000,00 selama 3 bulan dari
bulan Oktober sampai bulan Desember.

2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahap Il 69 Keluarga.

3. Keputusan Tersebut Diambil Secara Musyawarah Mufakat dan Apabila di Kemudian Hari
Terdapat Kekeliruan dan di Butuhkan Perbaikan Maka Akan di Musyawarahkan Kembali.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini, Kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Fimpinan Rapat ;
Ketua BPD Desa Pulukan e:‘ﬁ'*\
--{- E‘m (IN ina )




DAFTAR HADIR
HARITANGGAL : ¥Xaws, |5 okoer aoe

S : 0400 wia — Selesan

TEMPAT  Ruavgy Reigod \amor Trbal Qulikan

ACARA P AUMaworth Tha Aokavg  BLTO kdvoyp 3

o NAMA. JABATAN/UNSUR [ TANDA TANGAN
! JJU HE L s Vereg 120D Lid

2 ety i S tia Ok, Ll Bm . A .
=7 AL /=y Ang,  BPD y

4N h:mﬂnﬂ] Suariang Anggo{h B0 P?‘l:l,ﬂ,f

| Feniievy fbeots RpD. ! |
> 1} Nede mm SerreTrHUL RPD % =
7 [N 5%aun MQ}E_M m-?m Pyex) .

i fm« TAr A4, 54 g 4 P d Kt

4 ok I A e

0 o svva Dewypoinis (T 7% | |
M Py Tedi lv'{jﬂjug T '. 1
__H Hil- SUsmlpor yela | bados k

B ) mD gusniiess kona =5

4 | (prnacsd - [Cadour ‘

:: | 0pn: Puroa Pohelel ﬂ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ==

27

28

29

Lad
=




Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan
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